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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the local content learning
policy of Riau Malay Culture (BMR) in the curriculum in Pekanbaru City in the
2023-2024 academic year. The study focuses on policy implementation, using the
George C. Edward Il policy implementation model which includes communication,
resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is
qualitative. Data were collected through interviews with relevant parties such as the
Education Office, the Riau Malay Traditional Institution (LAMR) of Pekanbaru City,
school principals, and teachers. The results of the study indicate that the
implementation of the BMR policy faces various obstacles, including lack of
socialization and limited human resources, as well as ineffective coordination
between the Education Office and LAM Pekanbaru City. The implications of this
study are the need to improve communication, provide adequate resources,
strengthen teacher capacity, and improve coordination between institutions to ensure
the effective and sustainable implementation of the BMR policy.

Keywords: Policy Implementation, Riau Malay Culture, Curriculum, Education.

A.LATAR BELAKANG upaya untuk melestarikan  dan
MASALAH mempromosikan budaya Melayu Riau
Peraturan Menteri Pendidikan dan (Majid & Ramadan, 2021). Peraturan
Kebudayaan = Republik  Indonesia Gubernur Provinsi Riau Nomor 45

Nomor 79 Tahun 2014 Tentang
Muatan Lokal Kurikulum 2013.
Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan Muatan Lokal adalah bahan
kajian atau mata pelajaran pada satuan
pendidikan yang berisi muatan dan
proses pembelajaran tentang potensi
dan keunikan lokal (Alfi, 2021) .
Pendidikan muatan lokal budaya
Melayu Riau merupakan salah satu

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Pembelajaran Muatan Lokal Budaya
Melayu Riau telah menjadi landasan
bagi pelaksanaan pembelajaran muatan
lokal budaya Melayu Riau di sekolah-
sekolah, namun, dengan adanya
perubahan kurikulum dan kebutuhan
zaman, pemerintah provinsi Riau
melakukan  perubahan  peraturan
dengan  mengeluarkan  Peraturan
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Gubernur Provinsi Riau Nomor 40
Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan
untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan  pembelajaran muatan
lokal budaya Melayu Riau dan
memastikan bahwa kurikulum yang
digunakan relevan dengan kebutuhan
zaman dan perkembangan pendidikan
(Chaerani, et al., 2024).

Kota Pekanbaru memiliki
keberagaman etnis Melayu mawakili
26% penduduknya., meskipun
persentase ini relatf kecil dibanding
kelompok etnis lain, keberadaan etnis
Melayu tetap signifikan dan menjadi
dasar penting bagi pelestarian budaya
Melayu Riau. Implementasi kebijakan
pembelajaran budaya Melayu Riau
dalam kurikulum pendidikan menjadi
kesempatan untuk memperkenalkan
dan menanamkan nilai-nilai budaya
Melayu kepada seluruh siswa, terlepas
dari latar belakang etnis mereka,
sehingga menciptakan rasa
kebersamaan dan apresiasi terhadap
warisan budaya lokal, juga apakah
kebijakan tersebut dapat afektif dalam
memperkenalkan dan melestarikan
budaya Melayu di tengah keberagaman
etnis yang ada di Kota Pekanbaru.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 40
Tahun 2023 Tentang Perubahan Aatas
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun
2018 tentang pelaksanaan
pembelajaran muatan lokal budaya
Melayu Riau, menerangkan bahwa
untuk memperkuat kualifikasi guru
pengampu mata pelajaran muatan lokal
budaya Melayu Riau dan penerapan
muatan lokal pada kurikulum merdeka,
pada Pasal 12 yang diubah, sehingg
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
Guru  Mulok BMR  memiliki
pengetahuan budaya Melayu,

berkarakter Melayu dan memiliki
komitmen untuk memajukan dan
mengembangkan budaya Melayu Riau
dengan kualifikasi Strata-1 dalam
bidang:

Sastra Melayu;

Sastra Daerah;

Seni Budaya;

Bahasa Melayu;

Bahasa dan Satra Indoneisa;

Bahasa Jepang;

Bahasa Arab;

Sosiologi;

Sejarah;

j. Ekonomi; atau

k. Pendidikan Agama Islam

Pasal 12 ini berubah dengan harapan
memperkuat  kualifikasi guru
pengampu mata pelajaran muatan lokal
budaya Melayu Riau. Mata pelajaran
muatan lokal bertujuan memberikan
bekal pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku kepada peserta didik agar
mereka memiliki wawasan yang
mantap tentang keadaan lingkungan
dan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku
di  daerahnya dan  mendukung
kelangsungan pembangunan daerah
serta pembangunan nasional (Shah
Mohd Akmal Abdul Halim, 2022).
Ciri dan tujuan mata pelajaran muatan
lokal jika dihubungkan dengan
pengertian konsep kearifan lokal,
yakni semua bentuk pengetahuan,
keyakinan, pemahaman atau wawasan
serta adat kebiasaan atau etika yang
menuntun perilaku manusia dalam
kehidupan di dalam  komunitas
ekologis  (Muktadir ~ Abdul dan
Agustrianto, 2014). Muatan lokal di
Provinsi Riau tertuang pada mata
pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR)
(Naratiba et al., 2021).
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Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 18 Tahun 2024 Tentang
Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal
Budaya Melayu Riau Di Kota
Pekanbaru  terdapat pasal yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Dinas Pendidikan dapat melaksanakan
pendidikan dan pelatihan bagi guru
Mulok BMR di Daerah.

Pasal 16
Dinas Pendidikan dapat bekerja sama
dengan LAMR dan/ atau LAMR
Pekanbaru  untuk  mengeluarkan
sertifikat bagi guru yang layak untuk
mengajrkan Mulok BMR di Daerah

setelah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Mulok BMR.

Pasal 15 dan 16 mangamatkan peran
Dinas Pendidikan dalam peningkatan
kompetensi guru Muatan Lokal BMR
melalui pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi. Pasal 15 memberikan
mandate agar Dinas Pendidikan
melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi guru Muatan Lokal di
daerah, sementara Pasal 16
menekankan pentingnya kerjasama
dengan LAMR untuk sertifikasi guru
yang layak  mengajar, namun,
implementasi dilapangan masih
mengalami kendala.

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negri dan Swasta di Bawah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2023-2024.

NO Kecamatan Jumlah Jumlah Sekolah Jumlah
Sekolah SD SD (Swasta)
(Negeri)

1. Payung Sekaki 11 17 28
2. Tuahmadani - - -
3. Binawidya - - -
4. Bukit Raya 16 7 23
5. Marpoyan Damai 19 20 39
6. Tenayan Raya 23 9 32
7. Kulim - - -
8. Limapuluh 14 9 23
Q. Sail 6 2 8
10. Pekanbaru Kota 3 7 10
11. Sukajadi 13 6 19
12. Senapelan 13 - 13
13. Rumbai 8 6 14
14, Rumbai Barat - - -
15. Rumbai Timur - - -
16 Kota Pekanbaru 126 83 209

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2024.
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Tabel 1.3 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negri dan Swasta di Bawah Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota
Pekanbaru tahun 2023-2024.

NO Kecamatan Jumlah Jumlah Sekolah Jumlah
Sekolah SD SD (Swasta)
(Negeri)

1. Payung Sekaki 11 17 28
2. Tuahmadani - - -
3. Binawidya - - -
4. Bukit Raya 16 7 23
5. Marpoyan Damai 19 20 39
6. Tenayan Raya 23 9 32
7. Kulim - - -
8. Limapuluh 14 9 23
9. Sail 6 2 8
10. Pekanbaru Kota 3 7 10
11. Sukajadi 13 6 19
12. Senapelan 13 13
13. Rumbai 8 6 14
14. Rumbai Barat - - -
15. Rumbai Timur - - -
16 Kota Pekanbaru 126 83 209

Banyaknya Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar
(SD) yang ada di Kota Pekanbaru
dengan jumlah guru yang tidak
mencukupi di bidang budaya Melayu
menyebabkan  permasalahan  yang
muncul dalam implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan pembelajaran
budaya Melayu Riau di Kota
Pekanbaru  menghadapi  berbagai
permasalahan yang saling berkaitan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah
dijelaskan di atas, maka dapat diambil
rumusan masalah yaitu “Mengapa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2024.

Implementasi Kebijakan pembelajaran
budaya Melayu Riau dalam kurikulum
pendidikan Kota Pekanbaru tahun
2023-2024 belum optimal?”.

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah
tersebut, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kendala yang
dihadapi dalam implementasi
kebijakan pembelajaran budaya
Melayu Riau dalam  kurikulum
pendidikan Kota Pekanbaru tahun
2023-2024.

TINJAUAN TEORI

JOM FISIP Vol. 12: Edisi I Juli - Desember 2025

Page 4



Teori Implementasi Kebijakan
Implementasi adalah memahami apa
yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus
perhatian implementasi  kebijakan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul  sesudah
disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan Negara (Moleong, 2017).
Kebijakan merupakan terjemahan dari
policy yang biasanya dikaitkan dengan
keputusan pemerintah, karena
pemerintahlah yang memiliki
wewenang atau kekuasaan untuk
mengarahkan masyarakat dan
bertanggung jawab untuk melayani
kepentingan umum. Anderson
mengatakan bahwa kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seseorang pelaku
atau  sekelompok  pelaku guna
memecahkan masalah tertentu.
Kebijakan pada intinya adalah sebagai
pedoman untuk bertindak. Pedoman
ini boleh jadi amat sederhana atau
kompleks, bersifat umum mau pun
Khusus.

Pengertian  implementasi  apabila
dikaitkan dengan kebijakan adalah
kebijakan itu tidak hanya dirumuskan
lalu dibuat dalam suatu bentuk positif
seperti undang-undang dan kemudian
didiamkan dan tidak dilaksanakan atau
diimplmentasikan,  tetapi  sebuah
kebijakan harus dilaksanakan atau
diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi  kebijakan merupakan
perwujudan dari adanya keputusan
yang telah dibuat secara terstruktur
dan teroganisir untuk menghasilkan
output dan outcome yang berguna bagi
masyarakat.

Menurut George C. Edward 111 (1981.:
9-12) sebelum melaksanakan suatu
kebijakan, perlu mempertimbangkan
dua hal penting: kondisi awal yang
diperlukan untuk mendukung
keberhasilan kebijakan, serta potensi
kendala yang mungkin muncul selama
proses implementasi. George C.
Edward 11 (1980: 17) menjelaskan
bahwa ada empat variabel yang

menentukan keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan
yaitu:

1. Komunikasi (Communication),

komunikasi yang baik  dalam
implementasi kebijakan dapat
menghasilkan  output yang lebih
optimal. Terdapat tiga indikator dalam
komunikasi, yaitu:

a). Transformasi informasi dimensi
(transmisi), transmisi ini menghendaki
agar kebijakannya disampaikan tidak
hanya kepada pelaksana
(implementors) kebijakan tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran
kebijakan dan pihak lain yang
berkepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung.

b). Kejelasan (clarity), menghendaki
agar kebijakan yang ditrasmisikan
kepada pelaksana, target grup dan
pihak lain yang berkepentingan secara
jelas  sehingga diantara mereka
mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran, serta substansi dari

kebijakan tersebut untuk
mensukseskan  kebijakan  tersebut
secara efektif dan efisien.

C). Konsistensi (consistency),

diperlukan agar kebijakan yang
diambil tidak membingungkan
pelaksana kebijakan, target grup dan
pihak-pihak  yang berkepentingan.
Sebelum pejabat dapat
mengimplementasikan suatu
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keputusan, ia harus menyadari bahwa
suatu keputusan telah dibuat dan suatu
perintah untuk pelaksanaan yang telah
di keluarkan.

2. Sumber Daya (Resources),
mengemukakan bahwa: bagaimanapun
jelas dan Kkonsistensinya ketentuan-
ketentuan dan aturan-aturan serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan
tersebut, jika para pelaksana kebijakan
yang bertanggung jawab  untuk
melaksanakan  kebijakan  kurang
mempunyai  sumber-sumber  daya
untuk melaksanakan kebijakan secara
efektif maka implementasi kebijakan
tersebut tidak akan efektif. Sumber
daya ini mencakup sumber daya
manusia, anggaran, fasilitas, informasi
dan kewenangan.

3. Disposisi atau sikap, perilaku atau
karakteristik dari pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan
implementasi kebijakan yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran. Karakter
penting yang harus dimiliki oleh
pelaksana kebijakan misalnya
kejujuran dan komitmen yang tinggi.
Kejujuran mengarahkan implementor
untuk tetap berada dalam program
yang telah digariskan, sedangkan
komitmen yang tinggi dari pelaksana
kebijakan akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan
tugas, wewenang, fungsi, dan
tanggung jawab  sesuai  dengan
peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur birokrasi, yaitu struktur
organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi  kebijakan.
Aspek dari struktur organisasi adalah
Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan fragmentasi. SOP atau prosedur-

prosedur kerja adalah suatu kegiatan
rutin  yang memungkinkan para
pegawai atau pelaksana kebijakan
untuk  melaksanakan  kegiatannya
setiap hari sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Sedangkan fragmentasi
adalah upaya penyebaran
tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan
aktivitas pegawai diantara beberapa
unit. Tujuan implementasi kebijakan
adalah untuk menetapkan arah agar
tujuan kebijakan dapat direalisasikan
sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.
Keseluruhan proses penetapan baru ini
bisa mulai apabila tujuan dan sasaran
yang semula bersifat umum telah
terperinci, program yang telah
dirancang untuk mewujudkan tujuan
dari sasaran tersebut (Zainuddin,
2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan
ini dapat dilihat dari terjadinya
kesesuaian antara pelaksanaan,
penerapan kebijakan dengan desain,
tujuan, dan sasaran kebijakan itu
sendiri (Tambak, 2018), serta
memberikan dampak atau hasil yang
positif bagi pemecahan permasalahan
yang dihadapi (Yoan Colina, 2021).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan
pendekatan menggunakan data
kualitatif ~(teks, narasi, observasi)
untuk  memahami  makna  dan
pengalaman subjek penelitian. Data
dikumpulkan dengan menfokuskan
penelitian pada beberapa SMP dan SD
di Kota Pekanbaru sebagai contoh
kasus. Melakukan observasi mendalam
dan partisipatif di lingkungan sekolah
untuk memahami budaya dan praktik
pembelajaran budaya Melayu Riau
(Zakariah et al., 2020). Penelitian ini
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menggunakan  metode  penelitian
kualitatif dengan pendekatan
menggunakan data kualitatif (teks,
narasi, observasi) untuk memahami
makna dan pengalaman subjek
penelitian. Data dikumpulkan dengan
menfokuskan penelitian pada beberapa
SMP dan SD di Kota Pekanbaru
sebagai contoh kasus. Melakukan
observasi mendalam dan partisipatif di
lingkungan sekolah untuk memahami
budaya dan praktik pembelajaran
budaya Melayu Riau (Zakariah et al.,
2020). Informan dalam penelitian ini
meliputi  Dinas Pendidikan Kot
Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu
Riau kota Pekanbaru, kepala sekolah
dan guru.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota
Provinsi Riau, memiliki karakteristik
demografis, historis dan sosio-kultural
yang khas, yang sacara langsung
memengaruhi implementasi kebijakan
pembelajaran  BMR,  memahami
konteks ini nsangat penting untuk
menafsirkan temuan penelitian dan
merumuskan  rekomendasi  yang
relevan. Pekanbaru mengalami
pertumbuhan penduduk yang pesat
akibat  urbanisasi.  Migrasi  dari
berbagai daerah di Indonesia, bahkan
dari luar negeri, telah menciptakan
mesyarakat yang multikultural.
Meskipun budaya Melayu Riau
merupakan akar dari kota ini, pengaruh
budaya lain semakin terasa. Hal ini
menciptakan tantangan dalam menjaga
identitas budaya Melayu Riau di
tengah arus globalisasi dan
heterogenitas masyarakat. Kebijakan
pembelajaran BMR menjadi salah satu
upaya untuk memperkuat identitas
tersebut di kalangan generasi muda.

Pekanbaru memiliki sejarah
panjang sebagai pusat perdagangan
dan pemerintahan di wilayah Riau.
Sungai Siak memegang peranan
penting dalam perkembangan kota ini
sebagai  jalur  transportasi  dan
perdagangan utama,. Warisan budaya
Melayu Riau tercermin  dalam
arsitektur bangunan bersejarah, seni
pertunjukan tradisional, kuliner khas,
dan adat istiadat masyarakat, namun,
pelestarian  warisan  budaya ini
menghadapi tantangan akibat
perkembangan zaman dan perubahan
gaya hidup masyarakat. Kebijakan
pembelajaran BMR diharapkan dapat
menumbuhkan kesadaran dan apresiasi
terhadap warisasn budaya ini di
kalangan siswa. Masyarakat Melayu
Riau di Kota Pekanbaru dikenal
dengan nilai-nilai keislaman yang
kuat, adat istiadat yang kaya, serta seni
dan budaya yang bergam, namun
pengaruh budaya asing dan gaya hidup
modern telah menyebabkan pergeserah
nilai-nilai tradisional di kalangan
generasi muda. Fenomena ini
menimbulkan  kekhawatiran  akan
hilangnya identitas budaya Melayu
Riau. Pembelajaran BMR diharapkan
dapat menjadi  wahana  untuk
mentransmisikan  nilai-nilai  luhur
budaya Melayu Riau kepada generasi
muda, sehingga mereka tetap memiliki
akar budaya yang kuat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari
wawancara dengan berbagai aktor
yang terlibat dalam implementasi
kebijakan pembelajaran BMR di Kota
Pekanbaru, dapat ditarik gambaran
umum mengenai pelaksanaan
kebijakan ini. Kebijakan pembelajaran
BMR telah lama diimplementasikan di
Kota Pekanbaru, dimulai sejak
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penerapan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Pembelajaran

No Alokasi Waktu Alokasi Alokasi Alokasi Total
intrakurik | Intrakur | Projek JP Per
uler Per ikuler | Pertahun | tahun
tahun Per
Minggu
1 Pendidikan Agama dan 72 (2) 2 36 108
Budi Pekerti
2 Pendidikan Pancasila 72 (2) 2 36 108
3 Bahasa Indonesia 180 (5) 5 36 216
4 Matematika 144 (4) 4 36 180
5 IPA 144 (4) 4 36 180
6 IPS 108 (3) 3 36 144
7 Bahasa Inggris 108 (3) 3 36 144
8 Penjas Orkes 72 (2) 2 36 108
9 Informatika 72 (2) 2 36 108
10 | Seni Budaya (Seni Tari) 72 (2) 2 36 108
11 | Muatan Lokal : Budaya 2 36 72
Melayu Riau (BMR)

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2024.

Tabel diatas memberikan gambaran
tentang bagaimana waktu dialokasikan
untuk berbagai mata pelajaran. Bahasa
Indonesia dan Matematika
mendapatkan alokasi waktu yang lebih
besar dibandingkan mata pelajaran
lain, yang mencerminkan pentingnya
kedua mata pelajaran ini dalam
kurikulum. Muatan Lokal Budaya
Melayu Riau (BMR) memiliki alokasi
waktu yang relatif lebih rendah
dibandingkan mata pelajaran lain.

3.1 Implementasi  Kebijakan
Pembelajaran Budaya Melayu Riau
Dalam Kurikulum Pendidikan Kota
Pekanbaru (Teori George C. Edward

1))
Pada bagian ini mempresentasikan
temuan penelitian mengenai

implementasi kebijakan pembelajaran
budaya Melayu Riau dalam kurikulum
pendidikan Kota Pekanbaru tahun
2023-2024, yang dianalisis melalui
teori Implementasi Kebijakan George
C. Edward IlIl. Penelitian ini berfikus
pada implementasi kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah yaitu
Peraturan Gubernur Riau Nomor 40
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun
2018 Tentang Pelaksanaan
Pembelajaran Muatan Lokal Budaya
Melayu Riau dan Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2024
Tentang  Pelaksanaan  Kurikulum
Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di
Pekanbaru.
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Dari wawancara peneliti dengan
beberapa informan, diketahui bahwa
penerapan  pembelajaran  budaya
Melayu Riau di kelas itu selama 2 JP
atau 2 jam pelajaran selama satu
minggu. Penelitian ini  melibatkan
wawancara dengan Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru bidang SD dan SMP,
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran
Budaya Melayu Riau di sejumlah
sekolah di Kota Pekanbaru.

3.1.1 Komunikasi

Teori George C. Edward Il (1980)
memberikan kerangka yang berguna
untuk menganalisis komunikasi dalam
implementasi kebijakan. Menurutnya,
komunikasi yang efektif  harus
memenuhi  tiga  dimensi, yaitu
transmisi, kejelasan dan konsistensi

3.1.1.1 Transformasi informasi
dimensi (transmisi)
Kerangka teori implementasi

kebijakan George C. Edward Il
(1980), komunikasi merupakan salah
satu faktor kunci yang menentukan
keberhasilan implementasi.
Komunikasi yang efektif memstikan
bahwa informasi mengenai kebijakan
tersampaikan kepada pihak —pihak
yang relevan, sehingga mereka
memahami tujuan, manfaat, dan cara
pelaksanaan  kebijakan.  Dimensi
komunikasi,  transmisi  informasi
memegang peranan penting sebagai
langkah awal dalam proses
komunikasi. Tansmisi informasi yang
efektif memastikan bahwa pesan
kebijakan sampai kepada penerima
yang dituju.

Transmisi informasi kebijakan
pembelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) di Kota Pekanbaru menghadapi
kendala. Komunikasi efektif
merupakan faktor kunci keberhasilan
implementasi kebijakan (George C.

Edward  1llI, 1980).  Transmisi
informasi yang efektif memastikan
pesan kebijakan sampai kepada
penerima yang dituju. Dalam konteks
BMR, transmisi informasi mencakup
penyampaian informasi  mengenai
tujuan kebijakan, kurikulum, metode
pengajaran, dan sumber daya. Namun,
hasil wawancara menunjukkan bahwa
sosialisasi kebijakan BMR belum
menjangkau semua sekolah secara
efektif. Beberapa sekolah

Kepala sekolah SD IT Al-Birru, SMP
Dakwah, dan SMP 34 Kota Pekanbaru
mengungkapkan bahwa sosialisasi
kebijakan BMR belum dilakukan
secara memadai. Dinas Pendidikan

berupaya  melakukan sosialisasi
melalui Kelompok Kerja Guru (KKG),
namun efektivitasnya perlu

dipertanyakan. Kurangnya koordinasi
antara Dinas Pendidikan dan LAMR,
kurangnya pemanfaatan media
komunikasi yang efektif menyebabkan
transmisi informasi tidak efektif.

Hal ini berdampak pada kurangnya
pemahaman guru dan kepala sekolah
mengenai tujuan, kurikulum, dan
metode pengajaran BMR, sehingga
implementasi ~ kebijakan  tersebut
terganggu. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan efektivitas transmisi
informasi, seperti peningkatan

koordinasi antara Dinas Pendidikan
dan LAMR, pemanfaatan media
komunikasi yang lebih efektif, dan
perluasan sasaran sosialisasi untuk
mencakup semua guru yang mengajar
BMR. Dengan demikian, diharapkan
implementasi kebijakan BMR dapat
berjalan lebih efektif dan mencapai
tujuan  yang  diinginkan,  yaitu
meningkatkan pemahaman dan
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apresiasi terhadap budaya Melayu
Riau di kalangan siswa.

3.1.1.2 Kejelasan

Kejelasan informasi kebijakan
pembelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) di Kota Pekanbaru masih
menghadapi kendala. Kejelasan
informasi merupakan faktor penting
yang mempengaruhi pemahaman dan
interpretasi para pelaksana kebijakan.
Informasi yang jelas membantu
mengurangi kebingungan dan
interpretasi  yang  salah,  serta
meningkatkan ~ kepercayaan  para
pelaksana terhadap kebijakan. Hasil
wawancara  menunjukkan  bahwa
kejelasan informasi kebijakan BMR
masih perlu ditingkatkan. Guru-guru
dan kepala sekolah belum sepenuhnya
memahami isi  kebijakan BMR,
terutama terkait dengan spesifikasi
materi ajar dan metode pembelajaran.
Kurangnya sosialisasi dan kurangnya
sumber daya yang memadai menjadi
kendala dalam meningkatkan kejelasan
informasi. Guru SD IT Al-Birru, yang
bukan  merupakan guru BMR,
mengakui bahwa ia belum sepenuhnya
memahami isi kebijakan BMR. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
yang memadai yang mengakibatkan
guru  merasa  kesulitan  dalam
melaksanakan pembelajaran BMR
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam kebijakan.
Dinas Pendidikan perlu meningkatkan
upaya sosialisasi kebijakan BMR
kepada  seluruh  guru, dengan
menggunakan bahasa yang jelas,
ringkas, dan mudah dipahami. Selain
itu, perlu disediakan materi sosialisasi
yang komprehensif dan mudah diakses
olen guru, seperti buku panduan,
modul pelatihan, dan video tutorial.
Kejelasan informasi dapat ditingkatkan

melalui penggunaan bahasa yang lugas
dan mudah dimengerti, penyediaan
panduan implementasi yang rinci, dan
pemberian kesempatan bagi pihak
terkait untuk mengajukan pertanyaan
dan Kklarifikasi. Dengan demikian,
diharapkan implementasi kebijakan
BMR dapat berjalan lebih efektif dan
mencapai tujuan Yyang diinginkan,
yaitu meningkatkan pemahaman dan
apresiasi terhadap budaya Melayu
Riau di kalangan siswa.

Dalam konteks implementasi
kebijakan BMR, kejelasan informasi
menjadi sangat penting, mengingat
kompleksitas materi  pembelajaran
yang mencakup berbagai aspek budaya
Melayu Riau, seperti sejarah, adat
istiadat, seni, dan bahasa. Oleh karena
itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan  kejelasan  informasi,
seperti penyusunan panduan yang
komprehensif mengenai materi
pembelajaran, penyelenggaraan
pelatihan yang intensif bagi guru-guru
BMR, serta penyediaan sumber-
sumber belajar yang mudah diakses

dan dipahami.
3.1.1.3 Konsistensi
Konsistensi  informasi  kebijakan

pembelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) di Kota Pekanbaru masih
menjadi tantangan. Konsistensi
informasi  sangat penting  untuk
menghindari kebingungan dan
memastikan bahwa seluruh pihak
terkait memiliki pemahaman yang
sama mengenai kebijakan yang
diimplementasikan. Hasil wawancara
menunjukkan ~ bahwa  konsistensi
informasi kebijakan BMR masih perlu
ditingkatkan. Kepala sekolah SMP
Dakwah mengungkapkan bahwa tidak
ada pelatihan yang diberikan oleh
Dinas Pendidikan untuk guru BMR,
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dan sekolah mengambil inisiatif untuk
menawarkan buku dari  penerbit
kepada siswa. Hal ini menunjukkan
bahwa  tidak  semua  sekolah
mendapatkan dukungan yang sama
dari Dinas Pendidikan terkait dengan
pelatihan guru dan penyediaan buku
penunjang BMR.

Guru SD IT  Al-Birru  juga
mengeluhkan hal yang sama terkait
pelatihan. Mereka mengharapkan agar
ada pelatihan dan forum komunikasi
untuk guru BMR, serta penyediaan
sumber daya yang memadai untuk
mendukung  pembelajaran  BMR.
Perwakilan dari LAMR  Kota
Pekanbaru menjelaskan bahwa
pelatihan guru memang ada, namun
sistemnya adalah sekolah yang
berinisiatif untuk meminta adanya
pelatihan. Mekanisme ini
menunjukkan bahwa peran LAMR
dalam pelatihan guru BMR lebih
bersifat pasif dan reaktif, daripada
aktif dan proaktif.

Persaingan politik juga menjadi faktor
yang  mempengaruhi  konsistensi
informasi  kebijakan BMR. LAMR
Kota Pekanbaru menyatakan bahwa
kerjasama dengan Dinas Pendidikan
sebelumnya sudah ada, namun karena
persaingan politik, program-program
dan Kkegiatan-kegiatan yang sudah
direncanakan terhambat. Oleh karena
itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan konsistensi informasi
kebijakan BMR, seperti peningkatan
koordinasi antara Dinas Pendidikan
dan LAMR, penyediaan sumber daya
yang memadai, dan penyelenggaraan
pelatihan  yang terstruktur  dan
berkelanjutan.  Dengan  demikian,
diharapkan implementasi kebijakan
BMR dapat berjalan lebih efektif dan

mencapai tujuan Yyang diinginkan,
yaitu meningkatkan pemahaman dan
apresiasi terhadap budaya Melayu
Riau di kalangan siswa.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu
faktor kunci yang memengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan
pembelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) di Kota Pekanbaru. Hasil
wawancara  menunjukkan  adanya
permasalahan  dalam  ketersediaan
sumber daya, terutama terkait dengan
pelatihan guru, buku, dan alat peraga.
Dinas  Pendidikan bidang SMP
mengakui tantangan terkait sumber
daya, seperti kurangnya guru BMR
yang memiliki  kualifikasi  yang
memadai. Kepala sekolah dan guru
juga mengungkapkan kesulitan dalam
melaksanakan pembelajaran BMR
karena kurangnya sumber daya, seperti
buku dan alat peraga.

LAMR Kota Pekanbaru menyoroti
masalah SDM yang tidak merata dan
rencana pembukaan prodi khusus guru
BMR untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, LAMR juga
mengungkapkan permasalahan terkait
dengan penerbitan buku BMR,
termasuk pengaruh faktor politik dan
keuangan.

Salah satu guru Sekolah Dasar Kota
Pekanbaru, mengungkapkan
keterbatasan sumber daya yang sangat
krusial, seperti buku yang tidak
diberikan kepada siswa dan harus
berbagi dengan teman sekelas. Kepala
Sekolah SMP Dakwah
mengungkapkan keterbatasan sumber
daya yang dihadapi, seperti guru yang
tidak  memiliki  latar  belakang
pendidikan yang spesifik di bidang
BMR dan tidak adanya pelatihan untuk
guru BMR. Guru SMP Dakwah juga
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menjelaskan tentang sumber daya yang
ada, seperti buku yang dianjurkan
untuk dibeli oleh siswa, namun alat
peraga masih belum tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan ini,
perlu dilakukan upaya-upaya seperti
peningkatan koordinasi antara Dinas
Pendidikan dan LAMR, penyediaan
sumber daya yang memadai, dan
penyelenggaraan  pelatihan  yang
terstruktur dan berkelanjutan. Dengan
demikian, diharapkan implementasi
kebijakan BMR dapat berjalan lebih
efektif dan mencapai tujuan yang
diinginkan,  vyaitu meningkatkan
pemahaman dan apresiasi terhadap
budaya Melayu Riau di kalangan
siswa. Selain itu, perlu juga dilakukan
evaluasi terhadap kebijakan yang ada
dan  melakukan  perubahan jika
diperlukan. Misalnya, perlu
dipertimbangkan untuk memasukkan
mata pelajaran BMR ke dalam
Dapodik, sehingga dapat
meningkatkan motivasi guru dan siswa
untuk mempelajari BMR.

Dengan demikian, diharapkan
implementasi kebijakan BMR dapat
berjalan lebih efektif dan mencapai
tujuan  yang diinginkan, vaitu
meningkatkan pemahaman dan
apresiasi terhadap budaya Melayu
Riau di kalangan siswa.

3.13 Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor
kunci yang memengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan pembelajaran
Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota
Pekanbaru. Disposisi yang positif,
yang ditandai dengan dukungan,
komitmen, dan keyakinan terhadap
manfaat kebijakan, akan mendorong
para pelaksana untuk melaksanakan
kebijakan dengan sebaik-baiknya.

Guru SD IT Al-Birru menunjukkan
komitmen yang tinggi terhadap
pembelajaran BMR. Beliau
menjelaskan bahwa BMR telah
dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak
kurikulum KTSP, dan terus berlanjut
hingga kurikulum merdeka. Hal ini
menunjukkan bahwa Sekolah Dasar
yang ada di Pekanbaru memiliki
keyakinan yang kuat mengenai
pentingnya pembelajaran BMR dalam
melestarikan dan  mengembangkan
budaya Melayu Riau.

Kepala Sekolah SMP  Dakwah
mengakui  pengaruh positif BMR
terhadap siswa. Beliau menyebutkan
bahwa BMR memberikan pengaruh
yang besar terhadap siswa, karena
mereka menjadi tahu tentang Riau, ciri
khas makanan Riau, dan bentuk
kesenian Riau. Namun, beliau juga
mengakui bahwa fasilitas untuk guru
masih kurang, dan pelatihan untuk
guru BMR sangat minim.

Guru SMP Dakwah menjelaskan
metode pengajaran yang digunakan,
seperti ceramah, gambar, penugasan,
dan kunjungan lapangan. Beliau juga
menyebutkan bahwa siswa pernah
mengunjungi Rumah Tuan Kadi dan
Pelabuhan  Sungai  Duku, serta
melakukan ~ wawancara. Metode
pengajaran yang bervariasi dapat
membantu siswa untuk memahami
materi pembelajaran secara lebih baik
dan meningkatkan minat mereka
terhadap BMR. Antusiasme siswa dan
dukungan orang tua merupakan modal
yang  sangat  berharga  dalam
keberhasilan implementasi kebijakan
pendidikan. Dengan adanya
antusiasme siswa, guru akan lebih
termotivasi  untuk  melaksanakan
pembelajaran  yang menarik dan
efektif. Dengan adanya dukungan
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orang tua, siswa akan merasa lebih
dihargai dan diperhatikan, serta
memiliki kesempatan yang lebih besar
untuk belajar di rumah.

Untuk meningkatkan disposisi guru
dan siswa terhadap BMR, perlu
dilakukan upaya-upaya seperti
peningkatan koordinasi antara Dinas
Pendidikan dan LAMR, penyediaan
sumber daya yang memadai, dan
penyelenggaraan  pelatihan  yang
terstruktur dan berkelanjutan. Dengan
demikian, diharapkan implementasi
kebijakan BMR dapat berjalan lebih
efektif dan mencapai tujuan yang
diinginkan,  yaitu  meningkatkan
pemahaman dan apresiasi terhadap
budaya Melayu Riau di kalangan
siswa.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah
satu faktor kunci yang memengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan
pembelajaran Budaya Melayu Riau
(BMR) di Kota Pekanbaru. Struktur
birokrasi yang efektif akan
memfasilitasi koordinasi, komunikasi,
dan akuntabilitas dalam implementasi
kebijakan. Dinas Pendidikan bidang
SMP memberikan pandangan tentang
cakupan tanggung jawab, yaitu
terhadap sekolah dasar (SD) dan
sekolah menengah pertama (SMP) di
Kota Pekanbaru, baik negeri maupun
swasta. Hal ini menunjukkan adanya
pemahaman yang jelas mengenai
batasan ~ wilayah  kerja  Dinas
Pendidikan bidang SMP dalam
implementasi kebijakan BMR.

Wakil Kepala Sekolah SD 117
Pekanbaru, Ibu Nelda, menjelaskan
tentang kerjasama dengan LAMR,
meskipun terbatas pada penerbitan
buku. Ibu Nelda menjelaskan bahwa
sekolah bekerja sama dengan beberapa

penerbit yang mengambil buku dari
LAMR, seperti LKS dan buku
penunjang lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa LAMR memiliki
peran dalam penyediaan sumber
belajar untuk pembelajaran BMR.
Kepala Sekolah SMP  Dakwah
menjelaskan peran sekolah dalam
memfasilitasi BMR, seperti
menyediakan buku paket, memberikan
izin untuk mengikuti pelatihan dan
acara-acara terkait budaya Melayu
Riau, serta memberikan dukungan
penuh  terhadap kegiatan-kegiatan
BMR. Peran kepala sekolah sangat
penting dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi
implementasi kebijakan pendidikan.
Untuk  meningkatkan  efektivitas
struktur birokrasi, perlu dilakukan
upaya-upaya  seperti  peningkatan
koordinasi antara Dinas Pendidikan
dan LAMR, penyediaan sumber daya
yang memadai, dan penyelenggaraan
pelatihan  yang  terstruktur  dan
berkelanjutan.  Dengan  demikian,
diharapkan implementasi kebijakan
BMR dapat berjalan lebih efektif dan
mencapai tujuan yang diinginkan,
yaitu meningkatkan pemahaman dan
apresiasi terhadap budaya Melayu
Riau di kalangan siswa.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembelajaran
Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota
Pekanbaru menunjukkan dinamika
kompleks yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Meskipun terdapat
tantangan yang siknifikan dalam hal
komunikasi, sumber daya, dan struktur
birokrasi, indikator disposisi menonjol
sebagai elemen kunci yang
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memberikan harapan bagi keberhasilan
implementasi kebijakan ini.

Disposisi positif, yang tercermin dari
komitmen  pihak  sekolah  dan
antusiasme siswa, menjadi fondasi
penting  dalam  dalam  proses
pembelajaran BMR. Kepala sekolah
menunjukkan  dukungan  terhadap
implementasi  kebijakan, sementara
siswa memperlihatkan minat dan
semangat dalam mempelajari budaya
Melayu Riau. Kondisi ini menciptakan
iklim belajar yang kondusif dan
memotivasi siswa untuk terlibat aktif
dalam pembelajaran, namun, disposisi
postif ini saja tidak cukup untuk
menjamin keberhasilan implementasi
kebijakan secara optimal. Tantangan
dalam komunikasi, seperti
inkonsistensi informasi dan kurangnya
inisiatif ~ proaktif  dari LAMR
Pekanbaru, dapat menghambat
pemahaman dan penerapan kebijakan
di tingkat sekolah. Keterbatasan
sumber daya, teruatama guru yang
kompeten dan materi ajar yang
relevan, juga menjadi kendala serius
yang memengaruhi kualitas
pembelajaran  BMR.  Selain itu,
struktur birokrasi yang belum optimal,
dengan koordinasi yang kurang efektif
antara Dinas Pendidikan, LAMR, dan
pihak sekolah, dapat mengahambat
implementasi kebijakan secara efisien.
Oleh karena itu, diperlukan adanya
upaya yang terintegrasi dan
komprehensif untuk mengatasi
berbagai kendala yang ada, sambal
terus memperkuat disposisi  positif
yang telah terbangun. Peningkatan
kuallitas sumber daya manusia,
melalui pelatihan dan pengembangan
guru BMR, serta penyediaan materi
ajar yang relevan dan menarik, akan
meningkatkan efektivitas

pembelajaran. Penguatan koordinasi
antar lembaga, dengan membangun
mekanisme komunikasi yang jelas dan
efektif, akan memastikan implementasi
kebijakan yang terarah dan efisien.
Dengan mengatasi  kedala-kendala
tersebut dan terus memelihara serta
memperkuat disposisi positif,
implementasi kebijakan pembelajaran
BMR di Kota Pekanabaru dapat
mencapai tujuan yang diharapkan,
yaitu melestarikan dan
mengembangkan budaya Melayu Riau
sebagai bagian integral dari identitas
dan  karakter = masyarakat Kota
Pekanbaru.
2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,
berikut adalah beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan:
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
diharapkan dapat menyusun program
pelatihan guru BMR yang terstuktur
dan  berkelanjutan.  Program ini
sebaiknya melibatkan Lembaga Adat
Melayu Riau (LAMR) sebagai
narasumber, gun memberikan
pemahaman mendalam tentang nilai-
nilai budaya Melayu Riau kepada
guru, selain itu, penyediaan materi ajar
BMR yang relevan, berkualitas, dan
mudah diakses oleh guru dan siswa.
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)
Pekanbaru diharapkan dapat berperan
lebih aktif dalam pengembangan
kurikulum dan materi ajar BMR.
Kontribusi LAMR dalam merumuskan
materi ajar yang sesuai dengan nilai-
nilai budaya Melayu Riau dan relevan
dengan  kebutuhan siswa sangat
diperlukan. Kerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan pihak sekolah dalam
memberikan pelatihan dan
pendampingan kepada guru juga
menjadi  kunci. LAMR  dapat
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memberikan pelatihan kepada guru
mengenai cara mengintegrasikan nilai-
nilai budaya Melayu Riau kedalam
proses pembelajaran. Pihak sekolah,
diharapkan  dapat  meningkatkan
komitmen dan dukungan terhadap
implementasi pembelajaran BMR.
Dukungan  kepada guru dalam
mengembangkan pembelajaran BMR
yang kreatif dan inovatif juga sangat
penting. Untuk peneliti selanjutnya
disarankan untuk melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi  implementasi
kebijakan pembelajaran BMR, dengan
metode penelitian yang lebih beragam,
baik kuantitatif, kualitatif, maupun
campuran.  Penelitian  komparatif
mengenai  implementasi  kebijakan
pembelajaran BMR di berbagai daerah
juga diperlukan untuk memberikan
gambaran mengenai praktik-praktik
terbaik.
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